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ABSTRACT 

 

 The research entitled “Responsibility of Mining Buisness Licences Holders in 

Mining Reclamation Activities” aims firstly to explain reclamation and post-mining 

according to statuory regulation. Secondly, to explain the forms of responsibility of 

explain the forms of responsibility of mining reclamation activities. The research is 

conducted using a statuory approach where the writing of this thesis is normative legal 

research method. The research is conducted using a statuory approach where the 

writing of this thesis examines laws and regulations. 

 Based on the research results, it can be conculed that the obligation of reclamation 

on former mining land is regulated in Law Number 4 of 2009 concerning Minerals and 

Coal. Meanwhile, further guidance on reclamation and post-mining is regulated in 

Government Regulation Number 78 of 2010 concerning Reclamation and Post-mining 

and Minister of Energy and Mineral Resources of Energy and Mineral Resources of 

Republic of Indonesia Decision No.1827 K/30/MEM/2018 concerning Guidelines for 

the Implementation of Good Mining Technical Principles.  

 The provisions of these regulations systematically explain the forms of 

responsibility of IUP/IUPK holders that must be filfilled in the implementation of 

reclamation and post-mining. These responsibilities include the preparation of 

reclamation plans and post-mining plans, the provision of reclamation guarantees and 

post-mining guarantees, implementation of reclamatation and post-mining, and the 

provision of reclamation land and post-mining land. In addition to being responsible 

for fulfilling these obligations, IUP/IUPK holders in the production operation stage 

before relinquishing or returning WIUP/WIUPK are required to carry out reclamation 

and post-mining until reaching a success rate of one hundred percent. The government 

needs to establish new implementing regulation that contain detailed implementations 

that details of the exiting norms in the Mining Law so that the Mining Law can be 

optimally beneficial. 

 

Keywords: Reclamation and post-mining, Mining Law, and responsibility 
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ABSTRAK  

 

        Penelitian yang berjudul Tanggung Jawab Pemegang Izin Usaha Pertambangan 

Dalam Kegiatan Reklamasi Tambang bertujuan pertama untuk menjelaskan reklamasi 

dan pascatambang menurut peraturan perundang-undangan. Kedua untuk menjelaskan 

bentuk tanggung jawab pemegang izin usaha pertambangan dalam kegiatan reklamasi 

tambang. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yakni metode penelitian 

hukum normatif. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-

undangan dimana penulisan skripsi ini menelaah undang-undang dan regulasi. 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kewajiban reklamasi pada 

lahan bekas tambang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. 

Petunjuk dan mekanisme pelaksanaan reklamasi dan pacatambang tidak secara jelas 

ditegaskan dalam ketentuan penutup Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara 

sehingga UU Minerba belum memiliki aturan pelaksana yang jelas. Dalam mengatasi 

terjadi kekosongan hukum dalam prosedur atau pelaksanaan UU minerba, maka sesuai 

doktrin hukum yang berlaku, pelaksanaan UU Minerba mengikuti Peraturan 

Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang dan 

Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia No.1827 K/30/MEM/2018 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.  

 Ketentuan peraturan tersebut menjelaskan secara sistematis bentuk tanggung 

jawab pemegang IUP/IUPK yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan reklamasi dan 

pascatambang. Pemerintah perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 78 tentang 

Reklamasi dan Pascatambang dengan Peraturan Pemerintah baru yang disesuaikan 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk 

memberikan kejelasan, mencegah pelanggaran dalam penerapan UU Minerba, serta 

tidak terjadi penafsiran-penafsiran liar dalam prosedur atau pelaksanaan UU Minerba.  

.  

Kata Kunci:  reklamasi dan pascatambang, UU Minerba, dan tanggung jawab. 
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